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“TAMAN HUTAN RAYA SEBAGAI KAWASAN
STRATEGIS MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
TERPADU DAN BERKELANJUTAN”

DUA AYAT ALQURAN

QS Al A”raf 56 dan Al qisas 77, janganlah kita berbuat
kerusakan di muka bumi, karena Allah sangat tidak suka
kepada orang yang merusak

Pada orasi ini, akan disampaikan state of the art tentang
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) di Indonesia telah
berkembang dari pendekatan konservasi konvensional menuju




sistem pengelolaan terpadu berbasis ekologi, teknologi, dan
ekonomi hijau. Tren global menekankan integrasi konservasi
dengan mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme Payment
for Ecosystem Services (PES), perdagangan karbon, dan
teknologi digital seperti GIS, drone, serta Internet of Things
untuk pemantauan real-time. Riset terkini menunjukkan bahwa
pengelolaan berbasis masyarakat dan kolaborasi multipihak
meningkatkan efektivitas konservasi hingga 40% serta kontribusi
signifikan terhadap target FOLU Net Sink 2030. Pendekatan
holistik ini merepresentasikan paradigma baru, di mana Tahura
tidak hanya berfungsi sebagai kawasan pelestarian biodiversitas,
tetapi juga sebagai pilar ekonomi hijau dan laboratorium inovasi
kebijakan berbasis bukti ilmiah.

Orasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang
bagaimana Taman Hutan Raya (Tahura) berperan sebagai
kawasan strategis dalam mitigasi perubahan iklim melalui
integrasi fungsiekologi, ekonomi, dansosial secaraberkelanjutan.
Pemahaman ini mencakup pentingnya transformasi pengelolaan
dari pendekatan konservasi tradisional menuju tata kelola
adaptif berbasis data dan kolaborasi multipihak, sehingga
Tahura tidak hanya menjadi benteng keanekaragaman hayati,
tetapi juga sumber inovasi hijau, pemberdayaan masyarakat,
serta instrumen kebijakan yang mendukung pencapaian target
pembangunan berkelanjutan nasional.




I. PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang mendesak,
dan Taman Hutan Raya (Tahura) di Indonesia memainkan peran
strategis dalam menghadapinya. Sebagai kawasan konservasi
yang mencakup 387.000 hektare di 33 lokasi, Tahura berfungsi
sebagai penyerap karbon utama, benteng keanekaragaman hayati,
dan pengatur tata air yang vital (Hamid, 2025d, 2025c¢). Selama
dua dekade terakhir, peneliti telah secara aktif berkontribusi
pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
konservasi ini. Dimulai dengan karya-karya awal tentang
penghitungan cadangan karbon (Hairiah et al., 2010; Hamid,
2013) yang menjadi landasan kebijakan FOLU Net Sink,
penelitian kemudian berkembang ke penerapan teknologi digital
seperti GIS dan drone untuk pemantauan kawasan (Hamid &
Ali, 2025b). Karya terbaru tentang pemanfaatan energi panas
bumi di kawasan konservasi (Hamid Abdul, 2023b) dan
pengembangan seed vault lokal (Hamid, 2025b) menunjukkan
upaya berkelanjutan untuk menjawab tantangan kontemporer.

Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada wacana
akademis, tetapi telah diimplementasikan dalam kebijakan
nyata. Sistem pemantauan digital yang dikembangkan (Hamid
& Ali, 2025b) kini beroperasi di 5 Tahura, mendeteksi 214 kasus
deforestasi ilegal dalam 6 bulan pertama 2024. Temuan carbon
trade menjadi dasar Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 15/2023
tentang Kompensasi Lingkungan, yang telah mengalokasikan
Rp28 miliar untuk rehabilitasi kawasan. Perkembangan IPTEK
dalam pengelolaan Tahura sendiri telah melalui evolusi menarik.
Jika di era 1990-an pemantauan masih mengandalkan metode
konvensional seperti survei lapangan dan foto udara, saat ini




teknologi mutakhir telah membuka kemungkinan baru. Sistem
pemantauan real-time berbasis satelit, analisis data besar
untuk prediksi deforestasi, dan pendekatan bioteknologi untuk
konservasi genetik menjadi contoh bagaimana inovasi dapat
mendukung pelestarian (Kemppinen et al., 2020). Namun,
kemajuan ini juga menghadapi tantangan implementasi di
lapangan, termasuk kesenjangan infrastruktur digital dan
kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil.

Di tengah kompleksitas tantangan ini, muncul pertanyaan
mendasar: Bagaimana Tahura dapat mengoptimalkan perannya
sebagai kawasan strategis mitigasi perubahan iklim yang
terpadu dan berkelanjutan? Pertanyaan ini menjadi inti dari
orasi ilmiah ini, yang akan mengeksplorasi tiga aspek utama.
Pertama, potensi ekologis Tahura sebagai penyangga sistem
iklim. Kedua, kontribusi inovasi teknologi dalam pengelolaan
kawasan. Ketiga, model tata kelola yang dapat memadukan
konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan. Melalui
pendekatan multidisiplin yang menggabungkan perspektif
ekologi berbasis ekonomi, teknologi, dan kebijakan, karya-karya
penelitian yang dihasilkan telah memberikan kontribusi nyata.
Sebagai contoh, studi tentang carbon trade (Hairiah et al., 2010)
tidak hanya menghasilkan metode kompensasi lingkungan,
tetapi juga mempengaruhi kebijakan Payment for Ecosystem
Services PES) di Jawa Timur (Hamid & Hadi, 2025b). Orasi ini
disusun untuk menyajikan sintesis komprehensif dari berbagai
temuan penelitian tersebut, sekaligus merumuskan rekomendasi
kebijakan yang berbasis bukti. Dengan memadukan analisis
historis, evaluasi kondisi terkini, dan proyeksi masa depan,
pembahasan akan mengalir secara sistematis dari identifikasi
masalah hingga solusi potensial. Harapannya, kontribusi
pemikiran ini dapat memperkaya wacana akademis sekaligus
memberikan panduan praktis bagi pengelolaan Tahura yang
lebih efektif.




II. PERKEMBANGAN PENGELOLAAN TAHURA
DI INDONESIA

Perkembangan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) di
Indonesia mencerminkan dinamika kebijakan dan paradigma
konservasiyang terus berevolusi seiring dengan perubahan sosial,
ekonomi, dan lingkungan. Sejak awal pembentukannya, Tahura
dirancang sebagai kawasan konservasi yang mengintegrasikan
fungsi pelestarian, penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Namun,
seiring meningkatnya tekanan terhadap sumber daya hutan
dan tuntutan pembangunan berkelanjutan, pengelolaannya
mengalami berbagai penyesuaian kebijakan dan inovasi
kelembagaan. Untuk memahami arah transformasi tersebut,
pembahasan berikut menguraikan empat tahapan utama: dasar
hukum dan sejarah pembentukan Tahura, perkembangan
pengelolaan periode 1990-1999, penguatan dan ekspansi pada
periode 2000-2024, serta fase transformasi menuju pengelolaan
terpadu dan berkelanjutan.

A. Dasar hukum dan Sejarah Pembangunan TAHURA

Tahura pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada dekade
1980-an sebagai salah satu bentuk kawasan pelestarian
alam yang mengintegrasikan fungsi konservasi, penelitian,
pendidikan, budaya, dan rekreasi. Konsep ini terinspirasi dari
model botanical garden dan national park yang dikombinasikan,
namun dengan kekhasan Indonesia yang menonjolkan koleksi
tumbuhan dari berbagai daerah untuk tujuan pelestarian ex-sifu
dan in-situ.




Meskipun dasar hukum pembentukan Tahura baru diterbitkan
tahun 1990, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
namun sebelumnya telah lahir dua Tahura yaitu Tahura Ir. H.
Djuanda di Jawa Barat yang ditetapkann pada tahun 1985, dan
Tahura Bukit Barisan di Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan
pada tahun 1988.

Dasar hukum pembentukan dan pengelolaan adalah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menegaskan fungsi
pelestarian, penelitian, dan pendidikan. Lebih lanjut, ketentuan
teknis pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), serta
peraturan pelaksana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) terkait tata cara penetapan, pengelolaan,
dan pemanfaatannya. Hingga kini, Tahura menjadi salah satu
instrumen penting dalam kebijakan kehutanan nasional, dengan
sebaran di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Secara historis,
seluruh Tahura berasal dari hutan lindung dan hutan produksi
yang mengalami tekanan akibat eksploitasi dan alih fungsi lahan.
Pada awal dekade 1980-an, pemerintah menyadari pentingnya
menetapkan kawasan konservasi baru untuk menyeimbangkan
pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Tahura yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang
Nomor 5 tahun 1990, penetapannya berdasarkan Keputusan
Presiden No. 3 Tahun 1985, yang menetapkan Tahura Ir. H.
Djuanda di Bandung dengan luas 590 hektare, dan Keputusan
Menteri Kehutanan No. 34/Kpts-I1I/1988 yang menetapkan
Tahura Bukit Barisan di Sumatera Utara dengan luas sekitar
51.600 hektare. Lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun




1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, kemudian memperkuat status legal Tahura Ir.
Djuanda dan Tahura Bukit Barisan sebagai kawasan pelestarian
alam dengan tiga fungsi utama, yaitu perlindungan sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan
pemanfaatannya secara berkelanjutan.

B. Pengelolaan Tahura periode 1990-1999

Periode ini dapat disebut sebagai periode peletakan Dasar
Hukum dan Pembentukan Awal Tahura di Indonesia. Pada
periode 1990-1999, lahir Tahura-Tahura di provinsi lain dengan
dasar hukum mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun
1990 sebagai landasan legalnya. Pada periode ini jumlah Tahura
menjadi lima unit yaitu: Tahura Ir. H. Djuanda di Jawa Barat
pada tahun 1985, Tahura Bukit Barisan di Sumatera Utara, pada
tahun 1988. Tahura Bung Hatta di Sumatera Barat, pada tahun
1991, dan Tahura Sultan Syarif Hasyim di Riau, pada tahun
1996.

Pada periode ini juga ditandai dengan lahirnya kebijakan baru
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
yaitu
1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai dasar

penetapan Tahura sebagai kawasan konservasi dengan

fungsi perlindungan, penelitian, dan wisata alam.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang
menjadi landasan hukum dalam pengelolaan zonasi Tahura
(zona inti, cona pemanfaatan, dan zona rehabilitasi).




Kebijakan penting pada periode ini masih berfokus pada
rehabilitasi lahan pasca-eksploitasi hutan. Di sisi lain pada
periode ini, yaitu antara 1997-1998 krisis ekonomi dan
kebakaran hutan akibat El Nifio, yang menyadarkan kita semua
tentang pentingnya konservasi hutan. Periode ini ditutup dengan
ditetapkannya Tahura Raden Soerjo (Jawa Timur) pada tahun
1999, sebagai respons atas tekanan deforestasi hutan (Hamid &
Prayitno, 2025c).

C. Pengelolaan Tahura Periode 2000-2024

Periode ini dapat disebut sebagai periode ekspansi tahura dan
penguatan tata kelolanya. Dalam kurun waktu 24 tahun jumlah
Tahurayang dibentuk sudah mencapai 33 unityang seiring dengan
penguatan tata kelolanya yang ditandai dengan diterbitkannya
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mempertegas
fungsi Tahura sebagai hutan konservasi, dan diterbitkannya PP
No. 28 Tahun 2011 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam PP 28 tahun
2011 juga telah diatur tentang partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan Tahura.

Penguatan tata Kelola Tahura terus dilakukan melalui
penerbitan peraturan pelaksanaan Menteri Kehutanan pada
tahun 2010, yaitu Peraturan Nomor P.48/MENHUT-11/2010
tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-11/2012, dan kemudian diganti
dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan




Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman
Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Perkembangan penting selama periode ini antara lain integrasi
Tahura dalam program REDD+ untuk mitigasi iklim pada awal
decade 2000-an, dan lahirnya kebijakan yang mendorong Tahura
sebagai carbon sink untuk mendukung komitmen Perjanjian Paris
(Harris et al., 2021) sejak 2015. Di sisi lain juga sempat muncul
issue pembangunan geothermal di Tahura Raden Soerjo yang
memicu debat konservasi versus energi terbarukan, meskipun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pemanfaatan panas bumi
di dalam Tahura telah diatur pada Pasal 36 (1.d).

Dalam periode ini juga diterbitkan Instruksi Presiden
Nomor 1 tahun 2023 tentang pengarusutamaan pelestarian
keanekaragaman hayati dalam Pembangunan berkelanjutan.
Inpres tersebut ditujukan untuk agar tercapai keseimbangan
dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan melalui
koordinasi dan integrasi antar kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah. Terkait dengan Tahura dan peran pemerintah
daerah, beberapa instruksi yang penting antara lain:

1) Memastikan adanya keseimbangan penggunaan ruang
untuk tujuan pembangunan ekonomi dan konservasi
keanekaragaman hayati (Hamid & Prayitno, 2025d);

2) Melakukansegalaupayasecaraterkoordinasidan terintegrasi
untuk mendukung peran keanekaragaman hayati dalam
pembangunan berkelanjutan (Hamid & Prabawati, 2025¢);

3) Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
yang menjamin keseimbangan antara  konservasi




keanekaragaman hayati dan ekosistemnya (Hamid &
Prabawati, 2025d);

4) Pembagian keuntungan yang adil dan merata atas
pemanfaatan keanekaragaman hayati (Hamid, 2025b); dan

5) Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi
keanekaragaman hayati (Hamid & Ningrum, 2025a).

Pada tahun 2024, dengan diundangkannya Undang-undang
Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang.Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya, semakin menguatkan kewenangan
pemerintah daerah, mendorong partisipasi masyarakat dan
swasta, membuka peluang pendanaan yang semakin besar
dan memberi kesempatan pemanfaatan jasa lingkungan yang
semakin beragam, seperti wisata alam; air dan energi air; panas
matahari; angin; panas bumi; dan/atau karbon.

D. Periode Transformasi Pengelolaan Tahura

Periode setelah lahiranya Undang-undang Nomor 32 tahun 2024
dapat disebut sebagai periode transformasi pengelolaan Tahura,
sebagai respon atas berbagai tantangan dan berbekal pengalaman
panjang pengelolaan Tahura dalam 35 tahun terakhir. Periode
ini penulis canangkan dalam orasi ini dengan kata kunci Tahura
sebagai kawasan strategis mitigasi perubahan iklim terpadu dan
berkelanjutan.

Penulis menawarkan pendekatan transformatif yang
mengintegrasikan teknologi, partisipasi masyarakat, kebijakan
adaptif, dan ekonomi hijau untuk menjadikan Tahura
sebagai pusat konservasi sekaligus penggerak pembangunan
berkelanjutan. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi




multipihak, inovasi kebijakan, dan pemanfaatan potensi lokal
secara bertanggung jawab. Transformasi yang penulis tawarkan
dalam pengelolaan Tahura ke depan, mencakup :

1))
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)

Pendekatan kolaboratif dan partisipatif
Pemanfaatan teknologi digital
Pengembangan ekonomi berbasis konservasi
Kebijakan dan regulasi adaptif

Rehabilitasi dan konservasi ekosistem
Pendanaan inovatif

Jejaring konservasi nasional

Pendidikan dan kesadaran lingkungan

Transformasi kebijakan dari konservasi konvensional ke
holistik

10) Mitigasi dampak pembangunan







III. URGENSI TRANSFORMASI PENGELOLAAN
TAHURA

Tahura sebagai kawasan konservasi memiliki peran strategis
dalam mitigasi perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman
hayati, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun,
pengelolaan Tahura saat ini menghadapi tantangan kompleks
yang memerlukan transformasi mendesak. Berikut adalah

alasan-alasan yang mendasari urgensi transformasi pengelolaan
Tahura, yaitu:

A. Kondisi dan Potensi Tahura Saat Ini
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Gambar 3.1 Peta Sebaran Tahura se Indonesia




Gambar 3.1 merangkum 33 Tahura dengan total luas
keseluruhan sekitar 387.330,28 hektare, tersebar di seluruh
Indonesia, Kalimantan Selatan memiliki luas Tahura terbesar
dengan total mencapai 112.000 hektare, jauh di atas provinsi
lainnya. Sumatera Utara menyusul dengan luas 51.600 hektare
untuk satu Tahura, sementara Jambi memiliki 3 Tahura dengan
total luas 34.489,50 hektare. Di pulau Jawa yang lebih padat
penduduknya, luas Tahura cenderung lebih kecil, seperti Jawa
Barat dengan 3 Tahura hanya mencapai total 569,12 hektare
(Hamid, Prasetyo; et al., 2025).

Sebaran ini menunjukkan bahwa TAHURA berperan dalam
menjaga stabilitas ekologis lintas ekoregion dan dapat menjadi
tulang punggung pencapaian target iklim nasional seperti FOLU
Net Sink 2030 (Hartoyo et al., 2023) sebagaimana ditunjukkan
pada Gambar 3.2 (Hamid & Prayitno, 2025g).
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Gambar 3.2 Kerangka pikir Tahura sebagai instrumen penting dalam
mitigasi iklim




2. Potensi Ekologis Tahura

Tahura merupakan kawasan konservasi yang memiliki peran
strategis dalam menjaga keanekaragaman hayati, mendukung
pelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi ekowisata
berbasis keberlanjutan. Sebagai upaya pelestarian ekosistem
yang mendukung keseimbangan ekologis dan pemberdayaan
masyarakat lokal, keberhasilan pengelolaan Tahura sangat
bergantung pada penerapan tata kelola yang baik (Hamid &
Prayitno, 2025c), penegakan hukum yang kuat (Hamid &
Khamidah, 2025b), inovasi teknologi (Hamid & Ali, 2025b),
dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta (Hamid & Prayitno,2025d). Dalam
rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (Amir et
al., 2024) di bidang pengelolaan Tahura, merekomendasikan
perlunya pelatihan dan sertifikasi profesional bagi para
pengelola Tahura agar memiliki kompetensi yang memadai
dalam manajemen ekosistem dan ekonomi hijau (Hamid, 2019;
Hamid Abdul, 2022a).

Keanekaragaman hayati di Tahura mencakup flora, fauna,
dan mikroorganisme yang unik, menjadikan Tahura sebagai
pusat konservasi, penelitian, pendidikan, dan ekowisata
berkelanjutan (Hairiah et al., 2010). Berbagai studi menunjukkan
kekayaan biodiversitas di sejumlah Tahura di Indonesia. Di
Tahura Bukit Barisan, Sumatera Utara, terdapat 32 individu
Rhizanthes loweii dan 23 spesies jamur makroskopis, dengan
famili Ganodermataceae sebagai dominan, yang tumbuh
pada kayu lapuk (Hasibuan et al., 2021). Tahura Bung Hatta
di Sumatera Barat mengembangkan ekowisata hijau dengan
fasilitas pendidikan alam seperti museum, laboratorium, jalur
trekking, dan area perkemahan, sambil menjaga vegetasi asli
(Triana et al., 2021). Tahura Cipunagara di Subang menjadi
habitat Harimau Jawa dan memiliki ekosistem mangrove yang




masih relatif sehat, dengan cadangan karbon rata-rata 4-8 ton per
plot (Yani, 2023). Tahura Pangheotan Grassland di Jawa Barat
menjadi habitat 27 spesies burung dengan tingkat diversitas
sedang, berkontribusi pada keberagaman hayati setempat
(Withaningsih et al., 2022). Sementara itu, Tahura Taman Gumi
di Banten mencatat keberadaan 68 jenis tanaman, sebagian besar
(86%) dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan dan
obat-obatan tradisional (Hamid, Prasetyo, et al., 2025; Wijana
etal., 2022).

Indonesia memiliki potensi besar dalam penyimpanan karbon
melalui ekosistem hutan, mangrove (Sudrajat et al., 2023),
dan padang lamun (Rahman et al., 2024), yang tidak hanya
mendukung keanekaragaman hayati tetapi juga berperan dalam
mitigasi perubahan iklim. Ekosistem mangrove di Kalimantan
Barat (Manurung et al., 2021), hutan rawa gambut di Sumatera
Selatan, dan hutan tropis di Papua menjadi contoh kawasan
dengan kapasitas karbon tinggi (Rofikoh et al., 2024). (Hamid &
Prayitno, 2025¢) menekankan pentingnya pengelolaan kawasan
konservasi secara terencana untuk memaksimalkan fungsi
penyimpanan karbon, khususnya di ekosistem rawa gambut dan
hutan tropis yang rentan terhadap konversi lahan.

Lahan gambut di Pontianak berperan penting sebagai
penyimpan karbon, namun rentan terhadap kebakaran yang
menurunkan kualitas tanah dan kapasitas penyimpanan
karbon (Manurung et al., 2021). Untuk mengatasi ancaman
ini, pendekatan partisipatif dan teknologi ramah lingkungan
direkomendasikan guna memulihkan ekosistem rawa gambut,
mangrove, dan wilayah kritis lainnya (Hamid & Prayitno, 2025d).
Di pantai timur Sumatra, ekosistem nipah menunjukkan potensi
besar sebagai biomassa karbon keras dalam mitigasi iklim dan
energi terbarukan. Sementara itu, mangrove Pandansari di Brebes




memiliki stok karbon permukaan yang tinggi, menegaskan
peran penting ekosistem mangrove dalam menyerap karbon
atmosfer (Ahmed et al., 2023). Untuk pengelolaan berbasis
data, penggunaan indikator ketahanan iklim dan pemantauan
berkala disarankan guna mengevaluasi kapasitas simpan karbon
di padang lamun, mangrove, dan gambut (Hamid & Prabawati,
2025d).

PadanglamundiKarimunjawadanPantai Sematmenyumbang
karbon biru yang signifikan, meskipun nilainya bervariasi
tergantung kondisi lokal (Rhamadany et al., 2021). Sebaliknya,
perkebunan kelapa sawit di Riau memiliki stok karbon lebih
rendah akibat alokasi biomassa yang terbatas (Wardana et al.,
2023). Untuk mencegah degradasi, zonasi adaptif berbasis data
direkomendasikan demi menjaga fungsi penyimpanan karbon
tetap optimal (Hamid & Prabawati, 2025¢). Meski kapasitas
simpan karbonnya lebih kecil, padang lamun di Jepara tetap
krusial dalam mitigasi iklim dan konservasi biodiversitas karena
fungsinya sebagai habitat laut dan pelindung pantai (Rahman et
al., 2024). Perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir seperti
ini sangat penting. Dalam konteks pengelolaan berkelanjutan,
pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola Tahura dianggap
perlu untuk meningkatkan kapabilitas teknis, manajerial, dan
kesadaran lingkungan (Hamid & Ali, 2025a). Penegakan hukum
terhadap praktik ilegal seperti pembakaran lahan dan konversi
mangrove juga disarankan guna menjaga integritas ekosistem
karbon (Hamid & Khamidah, 2025a). Untuk mendukung
pembiayaan jangka panjang, pendirian dana khusus diusulkan
sebagai sumber pendanaan untuk rehabilitasi, monitoring, dan
peningkatan kapasitas masyarakat (Hamid & Hadi, 2025b).




3. Potensi Ekonomi Tahura

Tahura di Indonesia menyimpan potensi ekonomi hijau yang
besar, menggabungkan konservasi dengan nilai komersial
berkelanjutan, yang meliputi:

a. Ekowisata dan Edukasi Berbasis Alam

Pengembangan ekowisata di Tahura Raden Soerjo menawarkan
pendekatan inovatif yang memadukan nilai ekonomi dengan
tujuan konservasi. Salah satu konsep yang diusung adalah
wisata buru berbasis konservasi, yakni aktivitas berburu
yang dilakukan secara terbatas, terkendali, dan berizin, guna
mendukung ekonomi masyarakat sekitar sekaligus menjaga
keseimbangan populasi satwa liar. Model ini menekankan
pentingnya pengawasan ketat serta edukasi bagi pengunjung agar
aktivitas rekreasi tidak bertentangan dengan prinsip konservasi
(Hamid Abdul, 2023b). Di sisi lain, Tahura juga berpotensi
menjadi destinasi bird watching edukatif, dengan memanfaatkan
kekayaan jenis burung endemik dan migran yang ada di kawasan
ini. Kegiatan ini tidak hanya menarik minat wisatawan pecinta
alam, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran publik
terhadap pentingnya perlindungan habitat burung melalui
pengalaman langsung di alam terbuka (Hamid & Sadrah, 2025).
Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa wisata berbasis alam
dapat dikembangkan secara seimbang antara rekreasi, edukasi,
dan konservasi (Hamid, 2025¢; Hamid & Sadrah, 2025).

b. Wisata Kesehatan dan Kesejahteraan Mental

Kawasan Tahura R. Soerjo memiliki potensi besar untuk
dikembangkan sebagai destinasi wisata kesehatan berbasis
alam, dengan fokus pada pemulihan fisik dan mental. Salah satu




bentuknya adalah pemanfaatan sumber air panas pegunungan
untuk kegiatan healing, yakni wisata kesehatan yang menawarkan
relaksasi dan terapi alami. Aktivitas ini tidak hanya memberikan
manfaat fisiologis melalui kandungan mineral dalam air panas,
tetapi juga menciptakan pengalaman wisata yang menenangkan
dalam suasana alami hutan konservasi (Hamid, 2025d). Selain
itu, pendekatan kesehatan mental berbasis alam turut diangkat
melalui pemanfaatan pesanggarahan sebagai ruang pemulihan
jiwa, yaitu integrasi antara ruang hijau dan layanan psikologis
yang mengandalkan ketenangan dan kedekatan dengan alam
untuk mendukung pemulihan stres, kecemasan, dan gangguan
emosional lainnya (Hamid & Prabawati, 2025a). Inisiatif ini
mencerminkan sinergi antara fungsi ekologis kawasan konservasi
dan kebutuhan manusia akan ruang penyembuhan alami yang
terjangkau dan berkelanjutan (Hamid & Prayitno, 2025a).

¢. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Potensi ekonomi yang dapat diperoleh dari Tahura juga berasal
dari pemanenan hasil hutan bukan kayu seperti madu rimba,
bambu, tanaman obat, dan belerang alami yang merupakan
bahan bernilai ekonomi tinggi dalam untuk industri farmasi
dan kosmetik. Tahura membuka peluang pemanfaatan HHBK
termasuk berburu terkontrol pada zona pemanfaatan tradisional
dan zona penyangga (Hamid, 2025a; Hamid & Prayitno, 2025f).

d. Energi Bersih

Tahura R. Soerjo memiliki potensi besar dalam pengembangan
sumber daya alam berkelanjutan, khususnya melalui pemanfaatan
energi dan mineral yang tersedia secara alami di kawasan
tersebut. Dalam konteks energi terbarukan, pemanfaatan
panas bumi (geothermal) dipandang sebagai solusi strategis




untuk memenuhi kebutuhan energi bersih nasional, dengan
tetap menjaga kelestarian ekosistem hutan konservasi (Hamid
& Prayitno, 2025b). Pendekatan ini menekankan pentingnya
regulasi dan teknologi yang ramah lingkungan agar eksplorasi
tidak merusak fungsi ekologis kawasan (Hamid & Prabawati,
2025f). Selain itu, potensi belerang alami dari sumber air
panas di kawasan ini dapat diekstraksi sebagai bahan baku
industri dan produk kesehatan, seperti antiseptik dan kosmetik,
dengan metode ramah lingkungan yang menghindari degradasi
habitat (Hamid, 2025a; Hamid & Prayitno, 2025¢). Sumber
daya penting lainnya adalah air berkualitas tinggi, yang dapat
dimanfaatkan dalam model bisnis berkelanjutan untuk industri
seperti pangan, minuman, dan farmasi, selama pengelolaannya
tidak mengganggu sistem hidrologi dan keseimbangan
ekosistem hutan (Hamid & Ningrum, 2025a). Ketiga potensi ini
menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Tahura
Raden Soerjo tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga dapat
menjadi bagian dari strategi konservasi berbasis pemanfaatan
berkelanjutan.

e. Potensi Carbon Trade

Carbon trade merupakan peluang ekonomi berbasis ekosistem
yang relevan untuk kawasan konservasi seperti Tahura, terutama
yang memiliki ekosistem mangrove, hutan rawa gambut, dan
hutan tropis. Mangrove dapat menyimpan 1.000—1.500 ton CO:
per hektar, hutan rawa gambut mencapai 3.000 ton CO: per
hektar, dan hutan tropis 100—400 ton CO- per hektar, tergantung
vegetasi (Hamid, 2019, 2025c). (Hamid & Hadi, 2025a)
mengusulkan pemanfaatan Tahura dalam program karbon offset
korporasi, dengan harga pasar sukarela berkisar USD 5-20
per ton CO:z¢e (Hairiah et al., 2010). Perhitungan kredit karbon
mengikuti standar [PCC: biomassa diukur menggunakan rumus




alometrik, dikonversi ke karbon (faktor 0,47), lalu ke COze
(faktor 3,67). Satu hektar Tahura dengan 150 ton biomassa
kering berpotensi menghasilkan 259 kredit karbon (setara 259
ton COze), bernilai USD 1.295-12.950 per hektar (Hamid &
Prayitno, 2025¢c). Keberhasilan carbon trade memerlukan tiga
prasyarat: 1) Kelembagaan hukum yang kuat untuk kepastian
hak kredit karbon (Hamid & Khamidah, 2025b); 2) Teknologi
pemantauan seperti GIS dan drone untuk akurasi data (Hamid
& Ali, 2025b); dan 3) Partisipasi masyarakat melalui insentif
ekonomi (Hamid & Surya, 2025b).

Model kebijakan berbasis data di Tahura R. Soerjo
menunjukkan integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan tata
kelola adaptif yang dapat direplikasi secara nasional (Hamid &
Prayitno, 2025g). Pendekatan ini memperkuat fungsi ekologis
sekaligus mendorong ekonomi lokal.

f. Jasa Air

Sebagai kawasan yang lindung, Tahura Raden Soerjo memiliki
fungsi ekologis yang penting sebagai daerah resapan air
dan pelindung daerah aliran sungai (Hamid Abdul, 2023b).
Penutupan lahan hutan yang baik juga melindungi waduk-waduk
strategis dari ancaman sedimentasi yang berlebihan, menjaga
keberlanjutan fungsi irigasi dan pembangkit listrik tenaga air .
Keanekaragaman tumbuhan di area riparian Tahura, terutama di
sekitar aliran Sungai Brantas, turut berperan dalam mereduksi
polutan dan meningkatkan kualitas air (Hamid Abdul, 2022b).
Di sisi lain, Tahura Raden Soerjo menghadapi tantangan serius
akibat degradasi hutan yang telah terjadi dalam beberapa dekade
terakhir. Degradasi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti
penebangan liar, alih fungsi lahan secara tidak sah, serta aktivitas
manusia lainnya yang merusak ekosistem hutan. Akibatnya,
banyak kawasan di sekitar lereng Gunung Arjuno mengalami




kerusakan parah, sehingga menyebabkan menurunnya fungsi
hutan sebagai daerah resapan air dan pelindung daerah aliran
sungai (Hamid Abdul, 2023b).

Dalam rangka melindungi area sensitif seperti zona riparian
dan daerah tangkapan air, (Hamid & Prabawati, 2025d)
menyarankan agar zonasi Tahura disesuaikan dengan data
perubahan iklim dan pola penggunaan lahan untuk mencegah
konversilahanilegaldanmenjagafungsiekosistem. Sementaraitu,
(Hamid Abdul, 2022b) menyarankan pengelolaan berkelanjutan
melalui reboisasi, optimalisasi zona penyangga, dan partisipasi
masyarakat, untuk meningkatkan dungsi penyediaan air bersih,
serta pengurangan risiko bencana seperti longsor dan sedimentasi
Sungai Brantas yang vital bagi irigasi, PLTA, dan pasokan air
bersih di Jawa Timur (Hamid Abdul, 2023b). (Hamid Abdul,
2023b) juga menyoroti pentingnya perlindungan kualitas air
tanah dan permukaan dalam pemanfaatan panas bumi sebagai
bagian dari strategi keberlanjutan. (Hamid et al., 2023). Dalam
konteks pencemaran air dan fluida geothermal, (Hamid et al.,
2023; Hamid Abdul, 2023b) membahas hubungan kompleks
antara sistem hidrogeologi dan kesehatan ekosistem mata air,
yang penting untuk menilai risiko kontaminasi dari aktivitas
geothermal. (Godoy et al., 2025) dalam analisis multikriteria
untuk proyek energi terbarukan di Ekuador menunjukkan bahwa
kriteria sosial-lingkungan harus menjadi bagian integral dalam
proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan
geothermal di Tahura Raden Soerjo perlu dilakukan secara
hati-hati dengan fokus pada area terdegradasi yang minim
nilai ekologis, dilengkapi mitigasi dan pengawasan ketat untuk
mencegah pencemaran air tanah serta menjaga fungsi konservasi
kawasan. (Hamid & Hadi, 2025b) juga merekomendasikan




skema PES (Sangha et al., 2024) untuk kompensasi pelestarian
jasa ekosistem Tahura Raden Soerjo.

g. Agroforestri dan Pertanian Berkelanjutan

Salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di
sekitar kawasan Tahura Raden Soerjo adalah sistem agroforestri
dan pertanian berkelanjutan di zona penyangga. Kegiatan ini
tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat
lokal tetapi juga mendukung fungsi ekologis Tahura, seperti
penyediaan habitat satwa liar dan peningkatan kapasitas daerah
tangkapan air. Dengan pendekatan terpadu, agroforestri menjadi
solusi yang efektif untuk mengurangi tekanan alih fungsi lahan
sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

Agroforestri memberikan pendapatan berkelanjutan dari
hasil pertanian dan kehutanan, seperti kopi, buah, atau kayu,
yang dapat dipasarkan secara lokal maupun ekspor (Zinngrebe
et al., 2020). Di sisi lain sistem agroforestri menciptakan
koridor ekologis yang menghubungkan Tahura dengan lahan
sekitar, menjadi habitat bagi satwa seperti burung dan serangga
penyerbuk. Tanaman keras dalam sistem agroforestri membantu
menahan air hujan, mengurangi limpasan permukaan, dan
menjaga ketersediaan air untuk sungai-sungai di sekitar Tahura,
seperti Sungai Brantas (Basuki et al., 2024). Pohon-pohon dalam
sistem agroforestri juga menyerap karbon, sehingga mendukung
upaya mitigasi perubahan iklim (Marangoni et al., 2021).

4. Keanekaragaman Hayati

Tahura Raden Soerjo merupakan kawasan konservasi yang kaya
akan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, termasuk
sejumlah spesies langka dan endemik yang memerlukan




perlindungan intensif. Kawasan seluas 27.868,30 hektare ini
berperan sebagai habitat kritis bagi berbagai organisme yang
terancam oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim (Hamid,
2025d).

Untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati,
diperlukan transformasi paradigma pengelolaan Tahura dari
pendekatan konservasi konvensional menuju sistem yang lebih
adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Agar Tahura efektif
sebagai benteng keanekaragaman hayati, diperlukan pendekatan
baru yaitu:

1) Konservasi Berbasis Masyarakat, dengan melibatkan
masyarakat lokal dalam program perlindungan, seperti
patroli partisipatif dan wisata berbasis edukasi, serta
memberikan insentif ekonomi melalui ekowisata seperti
bird watching, jalur interpretasi flora (Hamid & Khamidah,
2025a; Hamid & Sadrah, 2025).

2) Teknologi dan Pemantauan Real-Time menggunakan GIS,
drone, dan sensor bioakustik untuk memantau populasi
satwa langka dan pembangunan seed vault lokal untuk
menyimpan benih tumbuhan endemik (Hamid, 2025b).

3) Restorasi Ekosistem Terpadu, melalui rehabilitasi habitat
dengan penanaman spesies asli dan pembuatan koridor
satwa, serta zonasi dinamis berdasarkan kerentanan spesies
dan perubahan iklim (Hamid & Prabawati, 2025d).

4) Regulasi dan Penegakan Hukum dengan memperkuat sanksi
bagi perburuan ilegal dan perusakan habitat dan integrasi
kebijakan konservasi dengan rencana pembangunan daerah
(Hamid & Khamidah, 2025b).




B.

Tantangan yang Dihadapi dalam Pengelolaan Tahura

Tahura Raden Soerjo menghadapi berbagai tantangan kompleks
yang mengancam kelestarian ekosistem dan fungsinya sebagai
kawasan strategis mitigasi perubahan iklim. Jika tidak segera
diatasi, tekanan ini dapat mempercepat degradasi lingkungan
(Huo et al., 2023), mengurangi keanekaragaman hayati, dan
melemahkan kontribusi Tahura dalam pencapaian target iklim
nasional. Tantangan pengelolaan Tahura di Indonesia secara
umum berasal dari:

1)

2)

Tekanan alih fungsi lahan akibat ekspansi perkebunan
monokultur seperti kopi dan kelapa sawit, konversi lahan
untuk permukiman, dan proyek infrastruktur di kawasan
penyangga dapat mengurangi efektivitas Tahura sebagai
daerah tangkapan air, serta pembangunan geothermal
yang berpotensi mengganggu aliran air tanah, memicu
longsor, dan mencemari sumber air akibat kebocoran fluida
panas bumi (Hamid Abdul, 2023b). Untuk itu diperlukan
solusi penerapan zonasi dinamis berbasis analisis risiko
lingkungan (Hamid & Prabawati, 2025d), dan Pembatasan
ketat aktivitas industri di zona inti dan penyangga Tahura.

Degradasi Lingkungan akibat aktivitas manusia dan
perubahan iklim mempercepat degradasi ekosistem
Tahura termasuk: a) Deforestasi akibat penebangan liar
dan kebakaran hutan, yang mengurangi kapasitas Tahura
sebagai carbon sink (Hamid, 2013; Hamid & Surya, 2025a),
melepaskan emisi karbon tinggi (Hamid & Prayitno, 2025c¢)
dan merusak habitat keanekaragaman hayati (Hamid &
Prabawati, 2025¢); dan b) Pencemaran air dari limbah




3)

4)

pertanian dan aktivitas geothermal yang mengancam
kualitas sumber air (Hamid Abdul, 2023b).

Konflik Sosial.  Pengelolaan Tahura seringkali tidak
melibatkan masyarakat lokal, sehingga memicu: (a) Konflik
tenurial akibat tumpang tindih klaim lahan antara pemerintah
dan masyarakat adat; (b) lllegal logging dan perburuan
satwa liar yang dilakukan oleh warga yang kehilangan
akses ekonomi; dan (c) Minimnya insentif ekonomi bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam konservasi. Sebagai
contoh: masyarakat sekitar Tahura Raden Soerjo kerap
memanfaatkan kawasan untuk mencari kayu dan hasil hutan
non-kayu karena kurangnya alternatif mata pencaharian
(Hamid & Surya, 2025a). Solusi untuk mitigasi konslik
sosial antara lain melalui pendekatan partisipatif dengan
melibatkan masyarakat dalam patroli dan ekowisata (Hamid
& Prayitno, 2025f). dan pemberdayaan ekonomi melalui
agroforestri dan produk ramah lingkungan (Hamid & Surya,
2025a).

Keterbatasan SDM dan Teknologi. Kapasitas pengelola
Tahura masih terbatas dalam hal: (a) Keahlian konservasi
modern, seperti penggunaan GIS, drone, dan pemantauan
karbon; (b) Anggaran terbatas untuk pemeliharaan
infrastruktur dan rehabilitasi lahan; dan (c) Minimnya data
real-time tentang kondisi ekosistem. Hanya 20% pengelola
Tahura yang terlatih dalam teknologi pemantauan digital
(Hamid & Ali, 2025b). Oleh karena itu diperlukan pelatihan
SDM berbasis sertifikasi profesional (Hamid & Ali, 2025a);
dan adopsi teknologi murah seperti sensor IoT untuk
pemantauan air dan satwa.

Tanpa intervensi segera, fungsi ekologis Tahura akan terus

menurun, dan dapat menyebabkan hilangnya kemampuan serap
karbon memperparah pemanasan global; kepunahan spesies




endemic; dan bencana hidrologis, seperti banjir dan kekeringan,
akibat rusaknya daerah tangkapan air. Tindakan strategis
diperlukan dengan nemperkuat regulasi dengan sanksi tegas
untuk pelanggaran, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah,
akademisi, dan masyarakat, dan mengalokasikan dana khusus
untuk konservasi (Hamid & Hadi, 2025b).

C. Kendala Pengelolaan Tahura Saat Ini

Pengelolaan Tahura Raden Soerjo menghadapi sejumlah
tantangan struktural yang menghambat efektivitas konservasi
dan pemanfaatan berkelanjutan. Tanpa penanganan mendasar,
kendala-kendala ini berpotensi memperparah degradasi
ekosistem dan mengurangi kontribusi Tahura dalam mitigasi
perubahan iklim.

1) Regulasi yang tidak adaptif dan kebijakan yang tidak
inklusif memicu ketidakpatuhan dan praktik ilegal, seperti
perambahan dan illegal logging (Nurmala, 2024). Kebijakan
pengelolaan Tahura masih didominasi pendekatan top-down
dengan beberapa kelemahan krusial yaitu: a) Minimnya
partisipasi masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan,
menyebabkan penolakan dan konflik tenurial (Hamid &
Surya, 2025b). b) Regulasi seperti UU No. 5/1990 dan
UU No. 41/1999 tentang Kehutanan belum sepenuhnya
mengakomodasi skema insentif ekonomi untuk konservasi,
seperti carbon trading atau PES (Hamid & Hadi, 2025a;
Kim et al., 2023). c¢) Peraturan zonasi kaku yang tidak
mempertimbangkan dinamika sosial-ekologis, misalnya
pembatasan akses masyarakat tradisional ke sumber daya
hutan (Hamid & Khamidah, 2025b).

2) Pendanaan yang terbatas menjadi penghambat utama dalam
pengelolaan Tahura. Sebagai contoh, Program reboisasi




3)

di Tahura Raden Soerjo kerap terhambat karena anggaran
multi-tahun tidak tersedia (Hamid Abdul, 2022b). Kendala
dalam pendanaan adalah:

a) Ketergantungan pada APBD/APBN yang tidak men-
cukupi untuk pemeliharaan infrastruktur, rehabilitasi

lahan, dan pemantauan biodiversitas (Hamid, 2025d;
Indow et al., 2021).

b) Minimnya alternatif pendanaan, seperti investasi hijau
atau dana abadi konservasi, padahal potensi ekonomi
dari ekowisata dan jasa lingkungan sangat besar (Ha-
mid, 2025c¢).

c) Alokasi tidak merata, di mana dana lebih banyak dialo-
kasikan untuk proyek infrastruktur daripada riset atau
pemberdayaan masyarakat (Hamid et al., 2025).

Lemahnya koordinasi lintas sektor. Tata kelola Tahura
saat ini masih terfragmentasi, dalam konteks Tahura Raden
Soerjo ditunjukkan dalam proyek panas bumi di Gunung
Arjuno yang mengindikasikan lemahnya koordinasi antara
pemangku kepentingan, sehingga mengabaikan analisis
dampak lingkungan (Hamid, Prasetyo, et al., 2025).
Fragmentasi tata Kelola tersebut disebabkan oleh:

a) Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat
(KLHK), pemerintah daerah, dan pengelola Tahura,
menyebabkan inefisiensi (Hamid & Ali, 2025a).

b) Kurangnya sinergi dengan sektor swasta untuk pengem-
bangan ekowisata atau energi terbarukan, seperti proyek
geothermal yang berpotensi konflik dengan konservasi
(Hamid & Prayitno, 2025b).




c) Komunikasi terbatas dengan akademisi untuk riset ber-
basis data, misalnya pemantauan keanekaragaman ha-
yati atau perubahan iklim mikro (Hamid & Prayitno,
2025g).

Tanpa perbaikan mendasar, kendala-kendala ini akan terus
mengurangi efektivitas Tahura sebagai kawasan konservasi.
Beberapa langkah kritis dan strategis yang diperlukan antara
lain: 1) Revisi regulasi untuk mengintegrasikan insentif ekonomi
dan partisipasi masyarakat (Hamid & Ningrum, 2025b); 2)
Pembentukan dana khusus konservasi yang bersumber dari
skema green bond, CSR, atau bagi hasil ekowisata (Hamid &
Hadi, 2025b; Hamid & Prayitno, 2025d); dan 3) Pembangunan
platform kolaboratif melibatkan pemerintah, swasta, akademisi,
dan komunitas (Hamid & Ali, 2025b).

D. Peluang ke Depan

Tahura Raden Soerjo memiliki potensi besar sebagai pionir
konservasi berbasis ekonomi hijau. Dengan memanfaatkan
peluang secara optimal, ancaman dapat diubah menjadi
solusi, memperkuat fungsi ekologis sekaligus menciptakan
nilai ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat dan pemangku
kepentingan.

1. Carbon Market dan Pendanaan Hijau

Tahura Raden Soerjo dapat menjadi penyedia karbon offset
melalui 1) Perdagangan karbon dengan potensi pendapatan
Rp41,53 miliar/tahun dari serapan 276.863 ton CO-/tahun
(asumsi harga $10/ton) (Hairiah et al., 2010); 2) Skema Payment
for Ecosystem Services (PES) untuk jasa air, biodiversitas, dan
pariwisata alam (Hamid & Hadi, 2025a); dan 3) Green bond atau




dana abadi konservasi yang melibatkan korporasi dan lembaga
internasional (Hamid, 2025¢).

Contoh Implementasinya adalah proyek percontohan carbon
offset di zona rehabilitasi Tahura dengan sertifikasi Verified
Carbon Standard (VCS) (Hamid & Ali, 2025a). Berdasarkan
perhitungan carbon trade, potensi pendapatan tahunan mencapai
Rp41,53 miliar dari penyerapan 276.863 ton CO./tahun, dengan
asumsi harga karbon global sebesar $10 per ton. Perhitungan
ini menjadi dasar kelayakan ekonomi proyek, sekaligus
menunjukkan potensi Tahura Raden Soerjo sebagai pelaku aktif
dalam pasar karbon nasional dan internasional.

2. Teknologi Digital untuk Konservasi

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi
pengelolaan 1) GIS dan drone untuk pemantauan deforestasi,
kebakaran hutan, dan populasi satwa langka (Hamid, 2025e); 2)
Sensor IoT di sungai dan mata air untuk mendeteksi pencemaran
dari aktivitas geothermal (Hamid Abdul, 2023b); 3) Platform
data terbuka yang memadukan informasi ekologis dengan
kebutuhan ekowisata (Hamid & Prayitno, 2025g). Studi Kasus
penggunaan drone di Tahura Raden Soerjo berhasil memetakan
112 hotspot rehabilitasi lahan degradasi (Hamid, Prasetyo, et al.,
2025).

3. Partisipasi Masyarakat Berbasis Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat melalui 1) Agroforestri kopi dan
buah-buahan di zona penyangga yang meningkatkan pendapatan
sekaligus mengurangi tekanan ke kawasan inti (Hamid & Surya,
2025a); 2) Ekowisata edukatif seperti bird watching, wisata
kesehatan air panas, dan jalur interpretasi flora (Hamid & Sadrah,




2025); 3) Pengelolaan HHBK seperti madu hutan, tanaman obat,
dan rotan yang bernilai ekonomi tinggi (Hamid & Prayitno,
2025f). Contoh sukses dari skema ini adalah kelompok tani
di Mojokerto yang mengembangkan agroforestri kopi-arabika
dengan nilai ekspor Rpl2 juta/pohon/tahun (Hamid & Surya,
2025a).

4. Kebijakan Progresif dan Integrasi Nasional

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan berkelanjutan
dan  penguatan integrasi nasional, Indonesia terus
mengembangkan kebijakan progresif yang menggabungkan
aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan
ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi tantangan perubahan
iklim, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat,
memperkuat tata kelola sumber daya alam, serta memastikan
manfaat pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Berikut
adalah tiga langkah strategis yang mencerminkan pendekatan
progresif dalam mendukung integrasi nasional melalui
keberlanjutan lingkungan:

1) Sinergi dengan FOLU Net Sink 2030 melalui kontribusi
penyerapan karbon Tahura (Hamid & Prayitno, 2025¢).

2) Insentif geothermal ramah lingkungan dengan teknologi
closed-loop untuk minimalkan dampak ekologis (Hamid et
al., 2023).

3) Revisi UU Kehutanan untuk mengakomodasi skema insentif
konservasi berbasis masyarakat (Hamid & Khamidah,
2025Db).

Contoh kebijakan progresif untuk integrasi nasional adalah
sinergi FOLU Net Sink 2030 melalui pengelolaan Tahura Bukit
Soeharto, penerapan teknologi closed-loop di proyek panas bumi




(Pambudi & Ulfa, 2024), dan pemberian insentif konservasi
berbasis masyarakat di Maluku (Kailola et al., 2023) melalui
revisi UU Kehutanan, yang secara bersamaan mendorong
pelestarian lingkungan dan pemberdayaan lokal.




IV. TRANSFORMASI PENGELOLAAN TAMAN
HUTAN RAYA: SEBUAH PENDEKATAN HOLISTIK

Tahura merupakan kawasan konservasi yang memiliki peran
ganda: sebagai penjaga keanekaragaman hayati, mitigasi
perubahan iklim, dan penggerak ekonomi hijau. Namun,
pengelolaan Tahura saat ini masih menghadapi berbagai
tantangan, mulai dari degradasi lingkungan, konflik tenurial,
hingga keterbatasan pendanaan. Untuk menjawab tantangan ini,
diperlukan paradigma baru yang mengintegrasikan konservasi
ekologi dengan pemberdayaan sosial-ekonomi. Berikut adalah
10 pilar transformasi yang penulis usulkan untuk pengelolaan
Tahura ke depan.

A. Pendekatan Kolaboratif dan Partisipatif: Membangun
Tata Kelola Inklusi

Pengelolaan Tahura memerlukan paradigma baru yang
melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif. “Konsep
pengelolaan kolaboratif bukan sekadar retorika, melainkan
kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem konservasi
yang berkelanjutan dan berkeadilan” (Hamid, 2025c). Penulis
menggarisbawahi bahwa pendekatan multi-pihak  yang
melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, sektor
swasta, dan LSM dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat
dalam pengambilan keputusan.

Strategi implementasi yang diusulkan mencakup tiga aspek
utama. Pertama, pembentukan forum pengelolaan bersama (co-
management) di setiap Tahura menjadi mekanisme penting untuk
memastikan keterwakilan semua pihak. “Forum multipihak




ini berfungsi sebagai platform dialog yang setara, di mana
kepentingan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dapat
didiskusikan secara terbuka” (Hamid & Surya, 2025b). Kedua,
penyediaan insentif ekonomi bagi masyarakat partisipan dinilai
sebagai kunci keberhasilan. “Insentif yang tepat sasaran akan
mengubah persepsi masyarakat dari penonton menjadi pelaku
aktif dalam konservasi” (Hamid & Prayitno, 2025f). Ketiga,
pengintegrasian kearifan lokal dalam tata kelola kawasan
dianggap sebagai solusi untuk mengurangi resistensi masyarakat.
“Kearifan lokal yang telah teruji selama generasi mengandung
prinsip-prinsip konservasi yang relevan dengan kondisi ekologis
setempat” (Hamid & Khamidah, 2025b).

Model Tahura Raden Soerjo menjadi contoh nyata
keberhasilan pendekatan ini. “Keterlibatan masyarakat dalam
program ekowisata dan pemantauan karbon tidak hanya
meningkatkan efektivitas konservasi, tetapi juga menciptakan
sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan” (Hamid
& Prabawati, 2025d). Melalui program pelatthan dan
pendampingan, masyarakat sekitar Tahura telah mampu
berperan sebagai mitra konservasi yang handal, sekaligus
penjaga tradisi lokal yang bijaksana. Penulis menegaskan
bahwa “pendekatan kolaboratif ini harus dibangun atas dasar
saling percaya dan saling menguntungkan, dimana setiap pihak
dapat melihat manfaat nyata dari partisipasi mereka” (Hamid,
2025c). Transformasi dari model pengelolaan top-down menjadi
sistem partisipatif ini diharapkan dapat menjadi blueprint untuk
pengelolaan kawasan konservasi lainnya di Indonesia.

B. Pemanfaatan Teknologi Digital

Dalam era transformasi digital ini, penulis menekankan
pentingnya adopsi teknologi canggih untuk meningkatkan




efektivitas pengelolaan Tahura. “Teknologi digital bukan
lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam
menghadapi kompleksitas tantangan konservasi modern”
(Hamid & Ali, 2025b). Pendekatan ini memanfaatkan berbagai
inovasi terkini untuk menciptakan sistem pemantauan dan
pengelolaan yang lebih akurat, efisien, dan partisipatif.

Implementasi teknologi Geographic Information System
(GIS) dan drone telah membuka babak baru dalam pengelolaan
kawasan (Mattedi et al., 2024). “Pemetaan digital dengan
resolusi tinggi memungkinkan identifikasi perubahan tutupan
lahan secara real-time, sekaligus memantau pergerakan satwa
liar di habitat alaminya” (Hamid & Ningrum, 2025b). Teknologi
ini secara signifikan meningkatkan kemampuan deteksi dini
terhadap ancaman deforestasi dan perambahan kawasan.

Pengembangan jaringan sensor Internet of Things (1oT)
menjadi terobosan penting dalam pemantauan parameter
ekologis (Harisudin et al., 2023). “Sensor canggih yang
terpasang di berbagai titik strategis mampu mengukur kualitas
air, kelembaban tanah, dan tingkat serapan karbon secara
kontinu” (Hamid & Prayitno, 2025g). Data yang dikumpulkan
kemudian dianalisis untuk pengambilan keputusan berbasis
bukti. Sistem peringatan dini berbasis teknologi digital telah
membuktikan efektivitasnya (Yu & Zhang, 2021). “Integrasi
antara satelit, drone, dan sensor darat mampu mendeteksi titik
panas kebakaran hutan dan aktivitas penebangan liar dalam
waktu singkat” (Hamid & Prabawati, 2025f). Respons yang
cepat ini sangat penting untuk mencegah kerusakan ekosistem
yang lebih luas.

Contoh nyata implementasi konsep ini adalah aplikasi
“Tahura Digital” yang dikembangkan khusus untuk melibatkan
masyarakat dalam konservasi (Hamid, Prasetyo, et al., 2025).




“Melalui platform partisipatif ini, warga dapat melaporkan
berbagai temuan lapangan, mulai dari satwa liar yang terluka
hingga aktivitas mencurigakan di kawasan konservasi” (Hamid
& Sadrah, 2025). Aplikasi ini sekaligus menjadi media edukasi
dan peningkatan kesadaran lingkungan. Penulis menegaskan
bahwa “transformasi digital dalam pengelolaan Tahura harus
diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur
pendukung” (Hamid, 2025c). Dengan pendekatan yang
komprehensif ini, teknologi digital diharapkan dapat menjadi
alat strategis dalam mewujudkan konservasi yang lebih efektif
dan berkelanjutan.

C. Pengembangan Ekonomi Berbasis Konservasi

Paradigma baru pengelolaan Tahura memadukan konservasi
dengan pemanfaatan ekonomi berkelanjutan. “Konsep ekonomi
berbasis konservasi menawarkan solusi win-win solution, di
mana perlindungan ekosistem justru dapat menjadi penggerak
pertumbuhan ekonomi lokal” (Hamid, 2025d). Pendekatan ini
dirancang untuk mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi
tanpa mengorbankan fungsi ekologis kawasan. Aspek ekonomi
hijau dikembangkan melalui berbagai skema inovatif. Strategi
pengembangan ekowisata menjadi salah satu pilar utama.
“Wisata alam berbasis konservasi seperti bird watching dan
wisata kesehatan air panas tidak hanya menghasilkan pendapatan,
tetapi juga menjadi media edukasi lingkungan yang efektif”
(Hamid & Prayitno, 2025a; Hamid & Sadrah, 2025). Model ini
telah terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sekitar sekaligus menumbuhkan kesadaran konservasi.

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
dikembangkan sebagai alternatif ekonomi berkelanjutan.
“Produk seperti madu hutan, bambu, tanaman obat, dan ekstrak




belerang ramah lingkungan menawarkan nilai tambah ekonomi
yang signifikan bagi masyarakat lokal” (Hamid, 2025a; Hamid &
Prayitno, 2025f). Pengelolaan HHBK dengan prinsip lestari ini
sekaligus mengurangi ketergantungan pada kegiatan ekstraktif
yang merusak. Mekanisme carbon trade menjadi terobosan
finansial inovatif. “Skema REDD+ dan pasar karbon sukarela
dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi pengelolaan
konservasi, dengan potensi mencapai miliaran rupiah per tahun”
(Hairiah et al., 2010). Sistem ini memberikan insentif ekonomi
langsung bagi upaya perlindungan hutan dan penyerapan karbon.

Contoh nyata implementasi konsep ini adalah pengembangan
geothermal ramah lingkungan di zona khusus Tahura.
“Pemanfaatan energi panas bumi dengan teknologi mutakhir
dapat menjadi solusi energi bersih yang selaras dengan prinsip
konservasi” (Hamid et al., 2023). Proyek percontohan ini
dirancang dengan sistem closed-loop untuk meminimalkan
dampak ekologis. Penulis menegaskan bahwa “model ekonomi
hijau ini harus dibangun dengan prinsip kehati-hatian dan
pengawasan ketat untuk memastikan keseimbangan antara
pemanfaatan dan perlindungan” (Hamid & Prayitno, 2025f).
Melalui pendekatan terpadu ini, Tahura diharapkan dapat
menjadi contoh nyata bagaimana konservasi dan pembangunan
ekonomi dapat berjalan beriringan secara harmonis.

D. Kebijakan dan Regulasi Adaptif

Dalam upaya menghadapi dinamika perubahan lingkungan dan
iklim, penulis menekankan pentingnya penyusunan kebijakan
yang luwes namun tetap berbasis ilmiah. “Kebijakan konservasi
masa depan harus mampu beradaptasi dengan perubahan
yang cepat, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip
dasar perlindungan lingkungan” (Hamid & Ningrum, 2025b).




Pendekatan regulasi adaptif ini dirancang untuk merespon
tantangan kontemporer tanpa mengorbankan keberlanjutan
ekologis. Strategi zonasi dinamis menjadi salah satu inovasi
kebijakan utama. “Pembagian kawasan berdasarkan sensitivitas
ekologis yang diperbarui secara berkala memungkinkan
alokasi ruang yang lebih tepat sesuai kondisi terkini” (Hamid
& Prabawati, 2025d). Sistem ini mempertimbangkan berbagai
faktor seperti proyeksi perubahan iklim, tekanan pembangunan,
dan hasil pemantauan biodiversitas. Untuk mendorong investasi
berwawasan lingkungan, penulis mengusulkan paket insentif
fiskal yang menarik. “Tax holiday dan kemudahan perizinan
untuk investasi hijau dapat menjadi katalisator pembangunan
berkelanjutan di kawasan penyangga Tahura” (Hamid & Hadi,
2025b). Kebijakan ini diharapkan mampu menarik minat sektor
swasta tanpa mengorbankan prinsip konservasi.

Perlindungan hukum bagi masyarakat lokal menjadi aspek
krusial lainnya. “Pengakuan formal terhadap hak dan peran
masyarakat adat dalam pengelolaan Tahura akan menciptakan
rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif” (Hamid &
Khamidah, 2025b). Regulasi khusus ini dirancang untuk
memastikan keadilan sosial sekaligus efektivitas konservasi.
Contoh implementasi nyata adalah Perpres tentang Pendanaan
Karbon Biru untuk ekosistem pesisir. “Instrumen kebijakan ini
tidak hanya mengakui nilai ekologis kawasan pesisir Tahura,
tetapi juga menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif”
(Hamid & Prabawati, 2025b). Kebijakan tersebut menjadi pionir
dalam integrasi nilai jasa ekosistem ke dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional.

Penulis menegaskan bahwa “kebijakan adaptif harus
dibangun di atas fondasi data yang kuat dan proses evaluasi yang
berkelanjutan” (Hamid & Prayitno, 2025g). Melalui pendekatan




ini, kerangka regulasi diharapkan mampu merespon berbagai
tantangan baru sambil tetap menjaga komitmen terhadap
konservasi jangka panjang.

E. Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem

Rehabilitasi ekosistem terdegradasi di Tahura dilakukan melalui
pendekatan restorasiberbasis alam (nature-based solutions), yang
menekankan pemulihan fungsi ekologis dengan memanfaatkan
kekuatan alam dan partisipasi masyarakat (Hamid & Hadi,
2025a). Konsep ini sejalan dengan prinsip konservasi yang
tidak hanya berfokus pada revegetasi, tetapi juga memperkuat
ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan tekanan
antropogenik (Hamid & Prabawati, 2025d).

Penanaman pohon endemik yang adaptif terhadap iklim
ekstrem menjadi fondasi restorasi jangka panjang. Pemilihan
spesies lokal ini dinilai lebih tahan terhadap tekanan lingkungan
dan mendukung keanekaragaman hayati (Hamid & Prayitno,
2025e; Wirakusumah et al., 2021). Pembangunan bank benih
(seed vaulf)untuk melestarikan plasma nutfah tumbuhan endemik
Tahura, seperti yang diusulkan dalam policy brief (Hamid,
2025b), bertujuan menjaga keberlanjutan genetika spesies
langka dan menyediakan cadangan benih untuk rehabilitasi
lahan terdegradasi. Integrasi pertanian berkelanjutan di zona
penyangga Tahura, seperti budidaya madu atau bambu, menjadi
solusi adaptif untuk mengurangi alih fungsi lahan sekaligus
meningkatkan ekonomi masyarakat. Model agroforestri
di Tahura Raden Soerjo menunjukkan keberhasilan dalam
menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi (Hamid &
Prayitno, 2025¢; Hamid & Surya, 2025a).

Contoh Implementasi nyata adalah program One Tahura,
One Thousand Trees” di Tahura Raden Soerjo melibatkan




komunitas lokal dalam penanaman pohon endemik, seperti
reboisasi di lereng Gunung Arjuno untuk mencegah erosi dan
memulihkan daerah tangkapan air (Hamid Abdul, 2023Db).
Program ini tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga
membangun kesadaran kolektif melalui pendekatan partisipatif
(Hamid & Prayitno, 2025f).

F. Jejaring Konservasi Nasional: Memperkuat Sistem
Ekologis Terpadu

Penulis menekankan pentingnya pendekatan sistemik dalam
pengelolaan kawasan konservasi melalui konsep jejaring
nasional. “Tahura tidak boleh dipandang sebagai entitas yang
terisolasi, melainkan sebagai simpul penting dalam jaringan
ekologis nasional yang saling terhubung” (Hamid & Khamidah,
2025a). Konsep ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa
keberlanjutan ekosistem hanya dapat dijamin melalui pendekatan
lanskap yang holistik.

Strategi implementasi yang diusulkan mencakup tiga pilar
utama. Pertama, pembangunan koridor satwa antar-kawasan
konservasi dinilai sebagai solusi efektif untuk mempertahankan
keutuhan habitat. “Konektivitas ekologis melalui koridor satwa
antara Tahura Raden Soerjo dengan taman nasional terdekat
akan menjaga dinamika populasi dan keanekaragaman hayati”
(Hamid & Ningrum, 2025a; Hamid & Prabawati, 2025¢). Kedua,
pengembangan database nasional berbasis teknologi digital
menjadi platform kolaboratif untuk pemantauan biodiversitas
secara real-time (Hamid & Ali, 2025b). Ketiga, penguatan
kolaborasi antar-daerah melalui mekanisme koordinasi
terstruktur yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan
(Hamid & Hadi, 2025a). Contoh konkret implementasi konsep
ini adalah inisiatif Jejaring Tahura Jawa-Bali. “Integrasi




pengelolaan kawasan konservasi di koridor Jawa-Bali tidak
hanya memperkuat perlindungan biodiversitas, tetapi juga
menciptakan skala ekonomi dalam pengelolaan sumber daya”
(Hamid & Ningrum, 2025a). Program ini sekaligus menjadi
model untuk pengembangan jejaring serupa di wilayah lain di
Indonesia.

Penulis menegaskan bahwa “transformasi pengelolaan
kawasan konservasi dari pendekatan parsial menuju sistem
terintegrasi merupakan keniscayaan dalam menghadapi
tantangan perubahan iklim dan tekanan pembangunan” (Hamid,
2025¢; Hamid & Prabawati, 2025¢). Melalui jejaring konservasi
nasional ini, fungsi ekologis Tahura sebagai penyerap karbon
dan penyangga sistem hidrologi dapat dioptimalkan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan nasional.

G. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Membangun
Literasi Ekologi

Penguatan kesadaran lingkungan menjadi pilar penting dalam
pengelolaan Tahura yang berkelanjutan. Penulis menekankan
perlunya pembangunan literasi ekologi yang tidak hanya
menyasar masyarakat sekitar, tetapijuga pengunjung dan generasi
muda (Hamid & Prayitno, 2025g). Melalui pendekatan edukasi
yang kreatif dan partisipatif, Tahura dapat bertransformasi
menjadi laboratorium alam yang hidup sekaligus ruang belajar
interaktif.

Strategi implementasinya mencakup tiga pendekatan utama.
Pertama, pengembangan eduwisata berbasis pengalaman,
seperti program sekolah alam dan jalur interpretasi lingkungan
yang dirancang untuk memperkenalkan keanekaragaman hayati
secara langsung (Hamid & Sadrah, 2025). Kedua, inovasi
kampanye digital melalui media sosial dan aplikasi khusus yang




menyajikan konten konservasi dalam format menarik, termasuk
virtual tour dan dokumenter biodiversitas. Ketiga, peningkatan
kapasitas pengelola melalui program sertifikasi profesional yang
mengintegrasikan ilmu ekologi dengan keterampilan komunikasi
lingkungan (Hamid & Ali, 2025a).

Salah satu contoh nyata adalah program Tahura Youth
Ambassador yang melibatkan generasi muda dalam kampanye
konservasi. Programini tidak hanya menciptakan dutalingkungan
dari kalangan pelajar dan mahasiswa, tetapi juga membangun
jejaring kolaboratif antar-generasi (Hamid & Prayitno, 2025d).
Sebagaimana ditegaskan penulis, “pendidikan lingkungan
yang efektif harus mampu mengubah pengetahuan menjadi
aksi nyata, menciptakan generasi yang tidak hanya paham isu
lingkungan tetapi juga terlibat aktif dalam solusinya” (Hamid
& Prabawati, 2025d). Melalui strategi ini, Tahura tidak hanya
berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga menjadi pusat
pembelajaran yang menginspirasi kesadaran ekologis secara
berkelanjutan.

Transformasi kebijakan dari pendekatan konservasi
konvensional menuju model holistik tercermin dalam konsep
ecological-economic  governance. ‘“Keseimbangan antara
perlindungan lingkungan dan pemanfaatan berkelanjutan hanya
dapat dicapai melalui kebijakan yang mengintegrasikan tiga
pilar pembangunan berkelanjutan” (Hamid, 2025¢).

H. Transformasi Kebijakan dari Konservasi Konvensional
ke Holistik

Transformasi  kebijakan  dari  pendekatan  konservasi
konvensional menuju model holistik tercermin dalam konsep
ecological-economic  governance. “Keseimbangan antara
perlindungan lingkungan dan pemanfaatan berkelanjutan hanya




dapat dicapai melalui kebijakan yang mengintegrasikan tiga
pilar pembangunan berkelanjutan” (Hamid, 2025c).

Perubahan paradigma dalam pengelolaan kawasan konservasi
menjadi suatu keharusan untuk menjawab tantangan lingkungan
yang semakin kompleks. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul
Hamid, “konservasi tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan
proteksionis semata, melainkan harus bergerak menuju model
yang inovatif dan inklusif’ (Hamid, Prasetyo, et al., 2025).
Transformasi ini menekankan pentingnya integrasi antara
perlindungan ekosistem dengan pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan berkelanjutan.

Salah satu strategi kunci dalam transformasi ini adalah
penerapan kebijakan berbasis bukti, di mana data ilmiah dan
kajian lapangan menjadi fondasi pengambilan keputusan.
Pendekatan ini memastikan bahwa setiap regulasi atau program
konservasi didukung oleh bukti empiris, sehingga lebih efektif
dan terukur. Selain itu, desentralisasi pengelolaan memberikan
otonomi kepada pemerintah daerah dalam mengelola Tahura,
sehingga kebijakan dapat lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

Konsep Green Governance juga menjadi pilar penting,
di mana prinsip-prinsip konservasi diintegrasikan ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Sustainable Development Goals (SDGs) daerah. Hal ini
memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak bertentangan
dengan upaya pelestarian lingkungan, melainkan berjalan
beriringan.

Sebagai contoh, pilot project kebijakan Tahura hijau di Jawa
Timur telah menunjukkan bagaimana pendekatan holistik dapat
menghasilkan dampak positif baik bagi ekosistem maupun
masyarakat sekitar (Hamid & Surya, 2025b). Melalui proyek
percontohan ini, terlihat bahwa kolaborasi antara pemerintah,




akademisi, dan komunitas lokal mampu menciptakan model
pengelolaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, transformasi kebijakan dari konservasi
konvensional menuju pendekatan holistik bukan hanya sebuah
pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan
kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

I. Mitigasi Dampak Pembangunan: Menjaga
Keseimbangan antara Infrastruktur dan Ekosistem

Dalam era pembangunan yang masif, penting untuk memastikan
bahwa proyek-proyek infrastruktur energi terbarukan, seperti
geothermal, dilaksanakandenganprinsipminimdampak ekologis.
Sebagaimana ditekankan (Hamid & Ali, 2025a), pembangunan
berkelanjutan harus mampu memitigasi risiko lingkungan sejak
tahap perencanaan, bukan sekadar menanggulangi dampak
setelah kerusakan terjadi. Pendekatan ini menjadi krusial untuk
mempertahankan fungsi ekologis kawasan konservasi sekaligus
memenuhi kebutuhan energi hijau.

Strategi pertama yang mutlak diperlukan adalah penerapan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat
dan komprehensif. Proses ini tidak boleh bersifat formalitas,
melainkan harus benar-benar menjadi alat evaluasi ilmiah
yang mengkaji secara mendetail potensi gangguan terhadap
biodiversitas, hidrologi, dan masyarakat sekitar. Selain itu,
penerapan zonasi pembangunan yang selektif memastikan
bahwa aktivitas konstruksi hanya dilakukan di area dengan nilai
ekologis rendah, sehingga inti kawasan konservasi tetap terjaga
keutuhannya. Inovasi teknologi memegang peranan penting
dalamstrategiini. Pengembangan metode pengeboran geothermal
non-invasif, misalnya, dapat meminimalkan gangguan terhadap
lapisan tanah dan sistem hidrologi. Teknologi ini menjadi solusi




cerdas yang mengubah paradigma dari eksploitasi sumber daya
menjadi pemanfaatan yang bertanggung jawab.

Implementasi nyata dari konsep ini dapat dilihat pada proyek
geothermal Tahura Raden Soerjo yang menerapkan sistem
closed-loop. Sistem ini dirancang untuk mencegah kontaminasi
air tanah dan gangguan terhadap ekosistem sekitarnya, sekaligus
memastikan efisiensi energi tetap tinggi (Hamid et al., 2023).
Keberhasilan proyek percontohan ini membuktikan bahwa
pembangunan infrastruktur energi dan konservasi lingkungan
bukanlah hal yang bertentangan, melainkan dapat berjalan
sinergis ketika didasarkan pada perencanaan yang matang dan
penerapan teknologi tepat guna.

Dengandemikian, pendekatanmitigasidampak pembangunan
yang holistik tidak hanya menjadi kewajiban regulasi, tetapi juga
bentuk tanggung jawab moral untuk mewariskan lingkungan
yang sehat bagi generasi mendatang.

Sebagai penutup, penulis menekankan bahwa “model
transformasi ini tidak hanya relevan untuk Tahura Raden Soerjo,
tetapi dapat diadaptasi sebagai blueprint pengelolaan kawasan
konservasi di seluruh Indonesia” (Hamid, Prasetyo, et al., 2025).
Kolaborasi semua pemangku kepentingan, inovasi kebijakan,
dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam
mewujudkan visi Tahura sebagai pusat konservasi biodiversitas
sekaligus penggerak ekonomi hijau.







V. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kebijakan yang transformatif hanya akan bermakna ketika
diimplementasikan dengan konsistensi dan akuntabilitas yang
tinggi (Hamid Abdul, 2023b). Oleh karena itu, langkah-langkah
strategis ini harus segera dioperasionalkan untuk mewujudkan
konservasi yang berkelanjutan dan inklusif. Transformasi
pengelolaan Tahura memerlukan langkah-langkah konkret dari
seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis mendalam
terhadap berbagai aspek pengelolaan kawasan konservasi, berikut
rekomendasi kebijakan yang perlu segera diimplementasikan.

A. Bagi Pembuat Kebijakan

Pemerintah pusat dan daerah memegang peran kunci dalam
menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pengelolaan
Tahura berkelanjutan. Langkah pertama yang mendesak adalah
penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK) khusus yang mengatur skema pengelolaan Tahura secara
holistik. Sebagaimana ditekankan oleh (Hamid & Prabawati,
2025b; Hamid Abdul, 2023), “Kerangka regulasi harus mampu
mengakomodir nilai ekonomi dan ekologi secara seimbang”.
Peraturan ini perlu dirancang untuk mengintegrasikan tiga pilar
utama: konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan
ekowisata berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
Untuk memastikan kualitas regulasi ini, perlu dibentuk tim
perumus kebijakan yang melibatkan multipihak, termasuk
akademisi sebagai penyedia basis ilmiah, praktisi dengan
pengalaman lapangan, serta perwakilan masyarakat adat yang
memahami kearifan lokal. Regulasi tersebut juga harus memuat




mekanisme insentif-disinsentif yang jelas untuk mendorong
kepatuhan sekaligus memberikan sanksi bagi pelanggaran
(Hamid & Prayitno, 2025d).

Di sisi pendanaan, pemerintah perlu melakukan realokasi
anggaran yang lebih strategis melalui APBN dan APBD.
Alokasi dana khusus harus difokuskan pada dua program
prioritas: pengembangan dana abadi konservasi dan pendanaan
riset teknologi ramah lingkungan. Pengalaman Tahura Raden
Soerjo menjadi bukti nyata bahwa investasi awal sebesar
Rpl5 miliar dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan
dari kegiatan ekowisata (Hamid & Prayitno, 2025¢). Dana
stimulan ini sebaiknya difungsikan sebagai modal awal untuk
membangun sistem pendanaan mandiri yang melibatkan skema
kemitraan dengan sektor swasta dan mekanisme pembayaran
jasa lingkungan. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak
hanya menjamin keberlanjutan finansial pengelolaan Tahura,
tetapi juga mendorong inovasi dalam praktik konservasi yang
lebih efektif dan efisien (Prasetyo et al., 2023).

B. Bagi Pengelola Tahura

Sebagai ujung tombak pengelolaan kawasan, pengelola Tahura
perlu segera menerapkan sistem zonasi dinamis yang membagi
wilayah menjadi tiga zona fungsional (Hamid & Prabawati,
2025d). Zona inti harus dikhususkan untuk konservasi
ketat dengan pembatasan akses yang jelas, sementara zona
pemanfaatan dapat dialokasikan untuk kegiatan ekowisata
dan penelitian terbatas. Zona penyangga perlu dikembangkan
sebagai area kemitraan dengan masyarakat sekitar, sebagaimana
best practice pengelolaan kawasan konservasi modern (Hamid,
2025c; Hamid & Prayitno, 2025a). Implementasi sistem
ini memerlukan pemetaan partisipatif berbasis GIS yang




melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pelatihan
intensif bagi petugas lapangan untuk memastikan pemahaman
yang komprehensif tentang tata kelola zona-zona tersebut.

Lebih lanjut, pengelola Tahura harus aktif membangun
skema kemitraan multipihak yang saling menguntungkan.
Skema PES dapat menjadi instrumen efektif untuk memberikan
kompensasi kepada masyarakat lokal yang turut menjaga
kelestarian kawasan (Hamid, 2025c). Menurut studi kasus di
beberapa Tahura, skema ini terbukti meningkatkan partisipasi
masyarakat hingga 40% dalam kegiatan konservasi. Kemitraan
strategis dengan universitas dan lembaga penelitian juga penting
untuk membangun sistem pemantauan biodiversitas yang
berbasis ilmiah dan berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini tidak
hanya memperkuat basis data ekologis, tetapi juga menciptakan
sinergi antara dunia akademik dan praktik pengelolaan kawasan
di lapangan.

C. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memegang peran krusial dalam memastikan
keberlanjutan pengelolaan Tahura melalui integrasi kebijakan
yang sistematis. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah
memasukkan target konservasi Tahura secara eksplisit ke dalam
RPJMD, baik sebagai indikator kinerja pembangunan daerah
maupun sebagai bagian dari program SDGs lokal. Pengalaman
Kabupaten Malang menjadi bukti nyata efektivitas pendekatan
ini, dimana integrasi kebijakan serupa berhasil meningkatkan
tutupan hutan Tahura sebesar 12% dalam kurun waktu tiga
tahun (Hamid, Prayitno, et al., 2025). Penyusunan dokumen
perencanaan ini harus dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan pengelola Tahura dan masyarakat setempat untuk
memastikan keselarasan antara target nasional dan kondisi lokal.




Di sisi kelembagaan, pemerintah daerah perlu melakukan
penguatan struktural melalui pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) khusus yang menangani pengelolaan
Tahura. Keberadaan UPTD khusus ini akan memastikan adanya
fokus dan konsistensi dalam implementasi berbagai program
konservasi. Sejalan dengan itu, program sertifikasi kompetensi
bagi SDM pengelola harus menjadi prioritas untuk meningkatkan
kapasitas teknis dalam pengelolaan kawasan konservasi modern
(Hamid & Ali, 2025a). Data dari berbagai Tahura menunjukkan
bahwa daerah yang telah menerapkan standar kompetensi bagi
pengelola mengalami peningkatan efektivitas pengelolaan
hingga 25% (Hamid, 2025c). Penguatan kelembagaan ini harus
didukung oleh alokasi anggaran khusus yang memadai dan
berkelanjutan dari APBD, sehingga tidak hanya bersifat simbolis
tetapi benar-benar operasional di lapangan.

D. Bagi Stakeholder Non-Pemerintah

Kontribusi stakeholder non-pemerintah menjadi pilar penting
dalam transformasi pengelolaan Tahura. Sektor swasta dapat
berperan signifikan melalui mekanisme Corporate Social
Responsibility (CSR) dan green investment yang terstruktur.
Skema green bond khusus untuk rehabilitasi kawasan Tahura
menawarkan instrumen investasi yang menarik sekaligus
berdampak positif bagi lingkungan, seperti yang telah terbukti
efektif di beberapa kawasan konservasi di Jawa Barat (Hamid &
Prayitno, 2025b). Program adopsi kawasan oleh korporasi juga
patut dikembangkan, dimana perusahaan dapat mengambil peran
aktif dalam menjaga bagian tertentu Tahura sambil mendapatkan
manfaat reputasi sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, keterlibatan akademisi dan LSM membawa
nilai tambah berupa pendekatan ilmiah dan pendampingan




masyarakat. Pengembangan sistem pemantauan real-time
berbasis teknologi oleh perguruan tinggi dapat meningkatkan
akurasi data ekologis Tahura secara signifikan. Sebuah studi
menunjukkan bahwa implementasi sistem pemantauan digital
mampu mengurangi pelanggaran konservasi hingga 30%
(Hamid, 2025¢). Sementara itu, LSM memainkan peran krusial
dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat
adat, memastikan hak-hak tradisional mereka terlindungi dalam
kerangka pengelolaan Tahura yang berkelanjutan. Kolaborasi
multipihak ini menciptakan ekosistem pengelolaan yang lebih
inklusif dan efektif (Hamid & Prayitno, 2025f).

E. Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Pengelolaan
Tahura yang Akuntabel

Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat
merupakan kunci sukses transformasi pengelolaan Tahura.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membentuk
Dewan Pengawas Independen yang terdiri dari perwakilan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),
akademisi, komunitas lokal, dan perwakilan sektor swasta.
Komposisi multistakeholder ini memastikan adanya checks
and balances dalam pengawasan pengelolaan Tahura. Seperti
dicontohkan dalam studi kasus Tahura Sultan Thaha Saifuddin
di Jambi, model pengawasan semacam ini terbukti mampu
meningkatkan transparansi pengelolaan hingga 40% (Hamid,
2025c¢). Dewan ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan
audit kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan.

Disisi lain, implementasi sistem pelaporan triwulanan dengan
indikator kuantitatif yang jelas menjadi instrumen penting untuk
mengukur efektivitas pengelolaan. Indikator utama yang perlu
dimonitor meliputi: (1) persentase tutupan vegetasi sebagai




parameter kesehatan ekosistem, (2) dampak ekonomi bagi
masyarakat sekitar sebagai ukuran kesejahteraan sosial, dan (3)
jejak ekologis aktivitas ekowisata untuk menilai keberlanjutan
operasional. Data dari Tahura Nipa-Nipa di Sulawesi Tenggara
menunjukkan bahwa sistem pelaporan berkala dengan indikator
terukur seperti ini mampu meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan sebesar 35% dalam kurun dua tahun (Hamid,
Prasetyo, et al., 2025). Sistem ini harus didukung oleh platform
digital yang memungkinkan akses data secara real-time oleh
seluruh pemangku kepentingan.

Transformasi Tahura memerlukan keberanian untuk
mengubah business as usual menjadi model kolaboratif.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah
imperatif yang harus diwujudkan dalam aksi nyata. Berdasarkan
berbagai bukti dan pengalaman lapangan yang terangkum
dalam orasi ini, rekomendasi kebijakan yang telah dirumuskan
perlu diimplementasikan melalui pendekatan bertahap namun
konsisten selama lima tahun ke depan.

Pada fase awal (tahun 1-2), fokus utama harus pada
penyiapan landasan regulasi dan penguatan kelembagaan.
Pengalaman dari berbagai kawasan konservasi menunjukkan
bahwa tanpa kerangka regulasi yang kuat dan kelembagaan
yang mapan, berbagai inisiatif cenderung tidak berkelanjutan.
Fase kedua (tahun 3-4) merupakan periode kritis untuk
mengimplementasikan model kolaborasi secara penuh, dimana
seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, swasta,
akademisi, hingga masyarakat lokal diharapkan dapat bersinergi
secara optimal. Tahap akhir (tahun 5) harus dialokasikan untuk
evaluasi menyeluruh guna mengukur dampak dan menyusun
strategi replikasi ke kawasan Tahura lainnya (Hamid, 2025a).




Roadmap lima tahun ini bukanlah akhir, melainkan awal
dari sebuah perjalanan panjang menuju pengelolaan kawasan
konservasi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat
bagi semua pihak. Seperti ditunjukkan oleh berbagai studi kasus,
transformasi semacam ini bukan hanya mungkin dilakukan,
tetapi telah terbukti memberikan hasil nyata di beberapa
wilayah. Kini saatnya untuk memperluas praktik baik tersebut
secara sistematis dan terencana.







VI. KESIMPULAN

Orasi ini telah menguraikan secara komprehensif pentingnya
transformasi paradigma dalam pengelolaan Tahura di Indonesia.
Berdasarkan analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa
pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan terbukti lebih efektif dibandingkan model
konservasi konvensional yang bersifat eksklusif. Data empiris
dari berbagai lokasi percontohan menunjukkan bahwa integrasi
aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan Tahura
tidak hanya meningkatkan tutupan hutan rata-rata 12%, tetapi
juga mampu menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan
bagi masyarakat sekitar. Mekanisme inovatif seperti green
bond, carbon trading, dan PES telah membuktikan potensinya
dalam mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah
sekaligus meningkatkan partisipasi aktif berbagai pihak.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan
beberapa langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan.
Pertama, pemerintah pusat harus segera menyusun peraturan
khusus yang mengakomodir model pengelolaan Tahura
berkelanjutan  dengan  melibatkan semua  stakeholder
terkait. Kedua, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan
program konservasi Tahura ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan menyediakan anggaran khusus untuk
penguatan kelembagaan. Ketiga, pengelola Tahura di lapangan
harus mengembangkan sistem zonasi dinamis berbasis teknologi
GIS dan membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta
serta akademisi. Keempat, diperlukan pembentukan sistem
monitoring dan evaluasi yang komprehensif melalui dewan
pengawas independen dan pelaporan berkala dengan indikator




kinerja yang terukur. Implementasi rekomendasi ini diharapkan
dapat dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun
ke depan, dimulai dari penyiapan regulasi dan kelembagaan
pada tahun pertama, hingga evaluasi menyeluruh dan replikasi
model keberhasilan pada tahun kelima. Dengan pendekatan
terstruktur ini, Tahura dapat menjadi model konservasi modern
yang berhasil menyelaraskan perlindungan lingkungan dengan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.




VII. PENUTUP

Transformasi pengelolaan Tahura yang diusung dalam orasi
ini menandai sebuah perubahan paradigma penting - dari
pendekatan konservasi konvensional yang proteksionis menuju
model kolaboratif yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana
telah dibahas secara komprehensif, integrasi ketiga pilar
utama - kebijakan inovatif, pendanaan berkelanjutan, dan tata
kelola partisipatif - tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi
telah menunjukkan hasil nyata di berbagai lokasi percontohan.
Pengalaman Tahura Raden Soerjo dengan sistem geothermal
closed-loop-nya, serta kesuksesan Kabupaten Malang dalam
meningkatkan tutupan hutan sebesar 12%, menjadi bukti
konkret bahwa pendekatan baru ini dapat menciptakan sinergi
antara konservasi ekosistem dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan
pembangunan yang terus meningkat, momentum untuk bertindak
kini hadir di depan mata. Setiap pemangku kepentingan -
pemerintah, swasta, akademisi, LSM, dan masyarakat - memiliki
peran kunci yang saling melengkapi dalam mewujudkan visi ini.
Pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan menyiapkan
kerangka regulasi yang mendukung, sementara sektor swasta
dapatberkontribusimelaluiinvestasiberkelanjutan dan penerapan
teknologi ramah lingkungan. Masyarakat lokal, sebagai penjaga
sejati hutan, harus diberdayakan melalui program-program yang
memberikan manfaat ekonomi langsung.

Pada akhirnya, Tahura yang berkelanjutan bukanlah sekadar
impian. Melalui komitmen bersama dan aksi nyata yang




terkoordinasi dengan baik, kita dapat mewujudkan kawasan
konservasi yang tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati,
tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat
sekitar. Seperti kata pepatah, “perjalanan ribuan mil dimulai
dengan satu langkah kecil”. Orasi ini diharapkan dapat menjadi
langkah awal menuju transformasi besar dalam pengelolaan
kawasan konservasi di Indonesia, untuk hari ini dan generasi
mendatang.
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Pada orasi ini, akan disampaikan state of the art tentang Pengelolaan
Taman Hutan Raya (Tahura) di Indonesia telah berkembang dari pendekat-
an konservasi konvensional menuju sistem pengelolaan terpadu berbasis
ekologi, teknologi, dan ekonomi hijau. Tren global menekankan integrasi
konservasi dengan mitigasi perubahan iklim melalui mekanisme Payment
for Ecosystem Services (PES), perdagangan karbon, dan teknologi digital
seperti GIS, drone, serta Internet of Things untuk pemantauan real-time.
Riset terkini menunjukkan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat dan
kolaborasi multipihak meningkatkan efektivitas konservasi hingga 40%
serta kontribusi signifikan terhadap target FOLU Net Sink 2030. Pendekat-
an holistik ini merepresentasikan paradigma baru, di mana Tahura tidak
hanya berfungsi sebagai kawasan pelestarian biodiversitas, tetapi juga
sebagai pilar ekonomi hijau dan laboratorium inovasi kebijakan berbasis
bukti ilmiah.

Orasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang
bagaimana Taman Hutan Raya (Tahura) berperan sebagai kawasan strate-
gis dalam mitigasi perubahan iklim melalui integrasi fungsi ekologi,
ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan. Pemahaman ini mencakup pent-
ingnya transformasi pengelolaan dari pendekatan konservasi tradisional
menuju tata kelola adaptif berbasis data dan kolaborasi multipihak, sehing-
ga Tahura tidak hanya menjadi benteng keanekaragaman hayati, tetapi juga
sumber inovasi hijau, pemberdayaan masyarakat, serta instrumen kebija-
kan yang mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan
nasional.
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